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A. Tujuan dibuatnya Keputusan Bersama   
Salah satu perubahan itu ialah diwujudkannya tata pemerintahan yang 
demokratik dan baik. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, 
bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di 
zaman modern sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang 
memerlukan perhatian dalam upaya reformasi itu ialah penataan aparatur 
pemerintah yang meliputi kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan 
penataan manajemen sumber daya Pegawai Negeri atau yang kini disebut dengan 
Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat sebagai ASN.38 
Pentingnya penataan manajemen aparatur pemerintahan ini dikarenakan 
Pegawai Negeri mempunyai fungsi dan peranan yang dalam menyelenggarakan 
pembangunan dalam mencapai tujuan negara,39 dimana tujuan negara ini 
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yaitu tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan 
dan tujuan perdamaian, serta satu tujuan utama yaitu masyarakat adil dan 
                                                          
38 Miftah Thoha, (2014), Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Ctk ke-5, Jakarta, 
Prenada Media, hlm.1.   
39 Moh. Mahfud MD, (1988) Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 
hlm.2.   
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makmur. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan untuk mencapai tujuan negara 
dan sekaligus sebagai pelayan publik, maka keberadaan pegawai merupakan hal 
yang sangat vital. 
Namun pada kenyataannya Pegewai Negeri Sipil atau yang biasa disebut ASN 
pada saat ini justru banyak yang terlibat kasus korupsi yang sudah memunyai 
kekuatan hukum tetap atau Inkracht maka terbitlah Surat Keputusan Bersama 
antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang 
proses penghentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 
Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum 
terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan 
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 
Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi 
Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait 
penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
hubungannya dengan jabatan. 
B. Batas Waktu Penyelesaian Keputusan Bersama 
Dalam Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara tentang proses penghentian PNS korupsi. SKB yang 
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bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu 
mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena 
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 
hubungannya dengan jabatan.  
Termasuk didalamnya terdapat batas waktu penyelesaian Keputusan Bersama. 
Tepatnya dalam Diktum Ketiga Keputusan Bersama tersebut dijelaskan yaitu 
penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018. 
C. Pejabat Yang Berwenang Menjalankan Keputusan Bersama 
Berdasarkan Keputusan Bersama ini pejabat yang berwenang menjalankan 
Keputusan Bersama ini dijelaskan dalam Diktum Keempat yaitu Pelaksanaan 
Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis 
terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian 
Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan 
Bersama ini. 
 
 
 
 
